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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 122 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Balai Besar Kalibrasi

Fasilitas Penerbangan sebagai instansi Pemerintah yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja

Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4956);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman

Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi

Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang

Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian

dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

10. Peraturan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi

Nomor KM 78 Tahun 2000 tentang Perawatan,

Perawatan Preventif, Perbaikan, dan Modifikasi Pesawat

Udara;
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11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun

2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan

Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk

Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 53 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kesembilan atas Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-

Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan

Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan

Charter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 694);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun

2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Bagian 45 (Civil Aviation Safety Regulations Part 45)

tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat

Udara (Identification and Registration Marking)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil Bagian 45 (Civil Aviation Safety

Regulations Part 45) tentang Identifikasi dan Tanda

Pendaftaran Pesawat Udara (Identification and

Registration Marking) ;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun

2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Bagian 145 Amandemen 3 (Civil Aviation Safety

Regulations Part 145 Amandemen 3) tentang Organisasi

Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (Approved

Maintenance Organizations) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 164

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 tentang

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145

Amandemen 3 (Civil Aviation Safety Regulations Part 145

Amandment 3) tentang Organisasi Perusahaan Perawatan
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Pesawat Udara (Approved Maintenance Organizations)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1595);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 56 Tahun

2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Bagian 60 (Civil Aviation Safety Regulations Part 60)

tentang Persyaratan Alat Bantu Pelatihan Sintetis

(Synthetic Training Devices);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun

2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171)

tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan

Radio Navigasi Penerbangan (Aeronautical

Telecommunication Service and Radio Navigation Service

Providers) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun

2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171

(Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang

Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan

(Aeronautical Telecommunication Service Providers) (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1315);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun

2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di

Lingkungan Kementerian Perhubungan;

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun

2015 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Balai

Besar Kalibrasi Fasiltas Penerbangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 410);

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi
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dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun

2016 tentang Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

sebagai Penyedia Jasa Penerbangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 906);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR KALIBRASI

FASILITAS PENERBANGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang

selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BBKFP

merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan

Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal Perhubungan Udara.

(2) BBKFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin

oleh Direktur.

Pasal 2

BBKFP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai

tugas melaksanakan kalibrasi fasilitas penerbangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, BBKFP menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program;

b. penyelenggaraan teknik dan operasi pesawat udara

kalibrasi fasilitas penerbangan;

c. penyelenggaraan keselamatan dan keamanan operasi
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